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INFO ARTIKEL ABSTRAK

Abstrak: Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Pemekaran
Kecamatan Dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso dan
Diterima: 9-08-2021 untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam Implementasi Kebijakan
Disetujui: 22-09-2021 Pemekaran Kecamatan Dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten
Poso Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yakni menganalisis
tentang Implementasi Kebijakan Pemekaran Kecamatan Dalam Pelayanan Publik di
Kata Kunci: Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso dan teknik wawancara untuk mengetahui
Implementasi, Pemekaran dan Implementasi Kebijakan Pemekaran Kecamatan Dalam Pelayanar_w Publik d| Kecamatan _Pos_o
Pelayanan Publik, Kabupaten Kot_a Utara Kabupaten Poso._ Berq_asarkan pembahasan hasil penel_ltlan dapat ditarik
Poso kesimpulan bahwa Implementasi kebijakan pasca pemekaran dalam peningkatan pelayanan
di Kecamatan Poso Kota Utara pada prinsipnya sudah cukup baik. Hal ini didukung dengan
hasil analisis dan hasil wawancara yang menunjukkan sebagian besar responden menjawab
cukup sederhana bila dilihat dari prosedur pelayanan. Perwujudan pelayanan yang diterapkan
di kecamatan ini didasarkan atas kebijakan pemekaran yaitu mendekatkan pemerintah kepada
masyarakat melalui pelayanan yang berorientasi pada kesederhanaan, ekonomis, keadilan
dan ketepatan waktu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan pelayanan di
Kecamatan Poso Kota Utara yaitu keterbatasan sumber daya aparat dan keterbatasan fasilitas
kantor serta keterbatasan dana operasional.

Riwayat Artikel:

Abstract: The purpose of the study was to analyze the implementation of sub-district
expansion policy in public services in the Poso Kota Utara sub- district, Poso district and to
find out the factors that hindered the implementation of the sub-district expansion policy in
public services in the Poso Kota Utara sub- district, Poso district. The research method used
was descriptive qualitative. namely analyzing the Implementation of the Sub-District
Expansion Policy in Public Services in Poso Kota Utara Sub-district, Poso Regency and
interview techniques to find out the Implementation of Sub-District Expansion Policy in
Public Services in Poso Kota Utara Sub- District, Poso District. Based on the discussion of
the research results, it can be concluded that the implementation of post-deployment policies
in improving services in Poso Kota Utara Sub-District, is in principle quite good. This is
supported by the results of the analysis and interviews which obtain that most of the
respondents answered quite simply from the service procedure.The realization of services
implemented in this sub-district is based on the expansion policy, namely bringing the
government closer to the community through services that are oriented towards simplicity,
economy, justice and timeliness. There are several factors that affect the improvement of
services in the Poso Kota Utara Sub-District, namely limited personnel resources and limited

office facilities and limited operational funds.
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PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

Bangsa Indonesia melakukan reformasi tata pemerintahan. Hakekat dari Undang-Undang tersebut adalah
pemerintahan pusat melimpahkan sebagian fungsi-fungsi pemerintahan kepada daerah yang disertai dengan
pemberian kekuasaan bagi daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Munculnya

gagasan otonomi daerah adalah, bertolak dari pendistribusian kekuasaan (distributor of power) yang secara
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politik, untuk mewujudkan demokrasi dengan mengembalikan hal-hal dasar kepada masyarakat di daerah
dan secara administatif adalah pelimpahan tugas dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah serta mendekatkan pemerintah daerah kepada rakyat sebagai pemilik hak (kekuasaan)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 yang intinya mengatur tentang pelayanan,
maka kualitas pelayanan didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan bukan pada kekuasaan pemerintah,
maka organisasi pemerintah harus mengetahui dan memahami segala kebutuhan, keinginan dan harapan
masyarakat selaku pengguna jasa pelayanan (pelanggan). Strategi ini merupakan cara yang terbaik dalam
usaha menciptakan dan mewujudkan kualitas pelayanan prima.

Kecamatan Poso Kota Utara sebagai kecamatan yang mulai berkembang tak dapat menghindari
kebutuhan layanan publik. Tuntutan masyarakat terhadap layanan publik di kecamatan tersebut adalah
kualitas pelayanan yang memuaskan. Seiring dengan kondisi keamanan yang membaik dan tersedianya
sarana dan prasarana baik di bidang sosial, ekonomi, pendidikan dan jasa, menjadi daya tarik tersendiri bagi
masyarakat di Kecamatan Poso Kota Utara. Pertambahan jumlah penduduk yang selalu meningkat setiap
tahun menjadi penyebab bertambahnya beban layanan pemerintah.

Untuk menjawab tantangan tersebut, sangat dirasakan pentingnya menumbuh kembangkan daerah
dalam satu kesatuan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, sehingga diharapkan pemerintah
Kecamatan Poso Kota utara mampu memberikan pelayanan yang cepat, lancar, dan efisien kepada
masyarakat. Oleh karena itu diharapkan melalui kebijakan pemekaran Kecamatan, Pemerintah Kabupaten
Poso dapat mendekatkan pemerintah dengan masyarakat dan juga dapat memenuhi aspirasi, tuntutan dan
kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik dari sebelum dimekarkan.

Berdasarkan peneliti selama ini, situasi dan harapan yang diinginkan oleh masyarakat di Kecamatan
Poso Kota Utara belum sesuai dengan harapan masyarakat secara maksimal untuk mendapatkan pelayanan
prima sebagai konsekuensi dari pemekaran kecamatan. Hal ini dapat diketahui berdasarkan fakta empirik
dengan adanya keluhan-keluhan dari masyarakat pengguna jasa layanan, tidak ekonomis, sering lambat
datang, dan juga memakan waktu lama sehingga mengakibatkan banyak energi yang besar keluar Mengacu
dari permasalahan tersebut maka tertarik untuk mengkaji secara ilmiah dengan judul “Implementasi
Kebijakan Pemakaran Kecamatan Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di Kecamatan Poso Kota Utara
Kabupaten Poso dan faktor faktor Implementasi Kebijakan Pemakaran Kecamatan Dalam Peningkatan

Pelayanan Publik Di Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif Kualitatif, yakni
Implementasi Kebijakan Pemakaran Kecamatan Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di Kecamatan Poso
Kota Utara Kabupaten Poso dan faktor faktor Implementasi Kebijakan Pemakaran Kecamatan Dalam

Peningkatan Pelayanan Publik Di Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso.
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Lokasi penelitian adalah kantor Kecamatan Poso Kota Utara. Adapun Informan dalam penelitian ini
adalah masyarakat yang ada Poso Kota Utara 5 Orang. Penelitian ini difokuskan pada Implementasi
Kebijakan Pemakaran Kecamatan Dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Kecamatan Poso Kota Utara
Kabupaten Poso dan faktor-faktor yang mengambat Implementasi Kebijakan Pemakaran Kecamatan Dalam
Peningkatan Pelayanan Publik Di Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso maka pengumpulan data
dilakukan melalui observasi dan wawancara kepada masyarakat

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, dengan
analisis model Miles and Huberman dalam Sugiyono (2011:334) dimana analisis data dilakukan secara
interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh.

a. Reduksi data. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-
hal yang penting, dicari tema dan pokoknya.

b. Penyajian data. Penyajian data diartikan sebagai sekumpulan organisasi tersusun yang member
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data bias dilakukan
dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan lainnya.

c. Verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Verifikasi data dimulai sejak permulaan pengumpulan data
sampai ditemukan bukti baru maka kesimpulan awal tersebut tidak berubah. Tetapi apabila kesimpulan
yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka
kesimpulan yang dikemukakan sudah kredibel

HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi Kebijakan Pasca Pemakaran Kecamatan Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di
Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso
Dalam pembahasan implementasi kebijakan pemekaran kecamatan, diolah yang meliputi :
pengorganisasian, interpestasi dan aplikasi peraturan daerah yang mengatur tentang kebijakan pemekaran
kecamatan. Untuk lebih jelasnya akan dikaji melalui analisis data dibawabh ini.
a. Pengorganisasian
Salah satu unsur yang terpenting dalam proses implementasi kebijakan pemekaran kecamatan
adalah pengorganisasian. Untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana pengorganisasian yang
terdapat dalam wilayah Poso Kota Utara maka peneliti akan menyajikan dalam hasil wawancara
dengan Pak Darman S.Sos selaku Kepala Seksi Pemerintahan pada tanggal 10 Juli 2021 menyatakan
bahwa “Struktur organisasi di Kecamatan Poso Kota Utara menggunakan struktur organisasi yang
maksimal yaitu tiga sub bagian (Sub Bagian Keuangan dan Asset, Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian, serta Sub Bagian Perencanaan dan Program) empat seksi (Seksi Pemerintahan, Seksi
Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Pembangunan dan Seksi Kesejahteraan Sosial).
Meskipun dilihat dari struktur organisasi kecamatan sudah memadai dalam menunjang
pelayanan kepada masyarakat, tetapi dalam kenyataannya belum mampu diwujudkan pelayanan yang
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efisien dan efektif. Olehnya itu perlu dikaji mengenai kemampuan pegawai/staf dalam melaksanakan
tugas sehari-hari di Kantor Kecamatan Poso Kota Utara. Hal ini dapat dilihat hasil wawancara dengan
Ibu Dra Pulmin Galaento M.Si selaku Sekretaris Camat Poso Kota Utara pada tanggal 10 Juli 2011
mengatakan bahwa “Untuk meningkatkan pelayanan diperlukan pegawai/staf yang memiliki keahlian
sesuai dengan bidang tugasnya. Selain itu, harus memenuhi syarat kepangkatan seperti halnya
sekarang, ada dua job Kepala seksi belum terisi dikarenakan belum ada pegawai yang memiliki
pangkat minimal I11/b. walaupun ada yang mengisi tetapi hanya sebagai pelaksana harian seperti pada
seksi Pemerintahan”.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan pemekaran Kecamatan Poso
Kota Utaar, secara umum sudah menerapkan struktur organisasi berdasarkan pola maksimal akan
tetapi pemempatan job eselon IV (Kepala Seksi) belum maksimal sehingga dikategorikan kurang baik.
Interprestasi

Interpretasi merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung proses implementasi
kebijakan pemekaran kecamatan di Kabupaten Poso. Untuk itu perlu dikaji agar diketahui berbagai
pemehaman tentang kebijakan pemekaran Kecamatan Poso Kota Utara. Berdasarkan hasil wawancara
dengan Bapak Muklis S. Dulla SH selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Poso
mengatakan bahwa “memang benar, setiap pemekaran wilayah apakah kabupaten atau kecamatan
adalah kebijakan yang baik”.

Berdasarkan hasil analiis data dengan hasil wawancara tersebut diatas, maka semakin jelas
bahwa kebijakan pemekaran Kecamatan Poso Kota Utara adalah suatu kebijakan yang baik. Sebagai
tindak lanjut dari hasil analisis data dengan hasil wawancara yaitu dengan Ibu Dra Pulmin Galaento
M.Si selaku Sekretaris Camat pada tanggal 16 Juli 2021 mengatakan bahwa :

“Memang masih ada warga yang belum tersentuh pelayanan yang baik karena masih kurangnya

pemahaman dari masyarakat mengenai prosedur administrasi terhadap sesuatu urusan. Akan

tetapi pemerintah Kecamatan Poso Kota Utara selalu mengupayakan peningkatan pelayanan
terutama kepada aparatur sebagai pelayan dan kepada warga sebagai yang dilayani”.

Berdasarkan hasil analisis data dengan hasil wawancara menunjukkan bahwa derajat perubahan
pada pelayanan adminsitrasi di Kecamatan Poso Kota Utara belum maksimal artinya perlu
ditingkatkan system pelayanan publik, bukan hanya menyangkut masalah administrasi akan tetapi
prilaku aparatur perlu disiapkan agar mengarah pada kepribadian yang dapat memenunaikan hak-hak
masyarakat yang berurusan. Untuk melengkapi interpretasi masyarakat terhadap pemekaran
kecamatan Poso Kota Utara, akan dianalisis hasil wawancara dengan Ibu Dra Pulmin Galaento M.Si
selaku Sekretaris Camat pada tanggal 18 Juli 2021 mengatakan bahwa :

“Kalau kita mau berfikir untuk kedepan tentang pemekaran Kecamatan Sindue Tombusabora,
saya rasa tidak ada yang menyatakan keinginan untuk bergabung kembali ke Kecamatan Induk.
Yang perlu kita pikirkan bersama adalah bagaimana Kecamatan Poso Kota Utara bisa
berkembang sebagaimana kecamatan lainnya. Dan juga, jangan karena belum mendapat
pelayanan yang baik dari pemerintah kita langsung bersikap pesimis. Sebab banyak faktor yang
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mempengaruhi dalam melakukan pelayanan yang prima, antara lain fasilitas perkantoran, sarana

perhubungan dan pengorganisasian staf”.

Berdasarkan hasil analisis data dengan hasil wawancara tersebut adalah penggabungan kembali
Kecamatan Poso Kota Utara bukan merupakan solusi yang terbaik dalam penyelesaian masalah
pelayanan, akan tetapi bagaimana kita berupaya agar sarana pendukung dalam memberikan pelayanan

dapat tersedia.

c. Aplikasi

Selain interpretasi, aplikasi juga merupakan unsur penting dalam mendukung proses
implementasi kebijakan pasca pemekaran kecamatan, karena aplikasi adalah penempatan segala
keputusan atau aturan- aturan dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk tujuan dari kebijakan,
peraturan pelaksana pemekaran kecamatan, adanya prosedur kerja dalam organisasi pemerintah
kecamatan, dan adaptasi program pemerintah kecamatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
setempat.

Untuk mengetahui hal tersebut, akan ditampilkan penilaian informan
dari hasil wawancara dengan Ibu Dra Pulmin Galaento M. selaku Sekretaris Camat Poso Kota Utara
pada tanggal 18 Juli 2021 mengatakan bahwa :

“Memang masih ada warga yang mengatakan pelayanan pemerintah Kecamatan Poso Kota Utara
masih lambat atau terlalu procedural. Tetapi setelah kita telusuri kenapa sampai terjadi demikian,
ternyata warga tersebut tidak menyetujui prosedur yang sebenarnya. Contoh kasus, ada warga
yang mengurus surat keterangan ekonomi yang dimulai dari kelurahan kemudian yang
bersangkutan langsung ke Sosial di Kabupaten untuk pemrosesannya Setelah diperiksa
berkasnya, yang bersangkutan disarankan ke Kantor Kecamatannya untuk diverivikasi berkas
yang dari kelurahan Hal tersebut sering kali terjadi, tidak hanya mengenai pengurusan KTP, ada
juga yang menyangkut urusan perizinan seperti urusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)”
Berdasarkan hasil analisis data dengan hasil wawancara menunjukkan bahwa prosedur
pelayanan administrasi di Kecamatan Poso Kota Utara perlu disosialisasikan kepada masyarakatnya

agar tercipta satu sistem pelayanan yang efisien.

Faktor faktor Implementasi Kebijakan Pasca Pemakaran Kecamatan Dalam Peningkatan Pelayanan
Publik Di Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso.

Pada dasarnya pelayanan adalah suatu cara yang dilakukan untuk melayani, membantu, menyiapkan,
mengurus, menyelesaikan keperluan atau kebutuhan baik untuk perorangan maupun kelompok orang. Hal
ini dikandung maksud bahwa objek yang dilayani adalah masyarakat yang beraneka ragam yang terdiri dari
individu, kelompok, golongan dan organisasi.

Dalam sistim pelayanan, yang perlu diperhitungkan adalah apakah yang memberi pelayanan

memiliki keterampilan, keahlian dibidang tertentu sehingga memiliki nilai lebih atau kecakapan sehingga



Jurnal limiah Administratie | Vol. 17, No. 1, September 2021 39

mampu membantu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan organisai dalam hal ini pemerintahan kecamatan
sebagai wujud tanggung jawab dalam pelayanan kepada masyarakat (pelayanan publik).

Berdasarkan hasil analisis data dan hasil wawancara serta pengamatan dan dokumen yang berkaitan
dengan informasi tentang Kecamatan Poso Kota Utara maka terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi
peningkatan pelayanan di kecamatan tersebut yang dalam pembahasan ini dikelompokkan menjadi faktor
pendukung dan faktor penghambat.

1. Adapun yang menjadi faktor pendukung adalah :

a. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Poso No. 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan serta Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang
uraian tentang uraian tugas fungsi dan tata kerja kecamatan. Peraturan Daerah tersebut menjadi
acuan dalam melaksanakan program pemerintah termasuk program pelayanan kepada
masyarakat.

b. Tersedianya dana dari Pemerintah Kabupaten. Meskipun dana yang disediakan tidak mencukupi
namun sudah dapat menggerakan program pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dra Pulmin Galaento M. selaku Sekretaris Camat
Poso Kota Utara pada tanggal 20 Juli 2021 mengatakan bahwa :

Ada dana yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten untuk menunjang pelaksanaan

administrasi perkantoran termasuk untuk pelayanan kepada masyarakat.

2. Faktor-faktor yang menghambat adalah sebagai berikut :

a. Keterbatasan fasilitas kantor. Berdasarkan hasil analisis data dan pengamatan bahwa fasilitas
kantor Kecamatan Poso Kota masih terbatas baik dilihat dari jumlahnya maupun spesifikasinya,
seperti jJumlah computer dengan sepesifikasinya, sarana listrik kadang kala padam, kendaraan
komunikasi dan alat-alat kelengkapan kantor yang lainnya ada tetapi terbatas.

b. Keterbatasan sumber daya aparatur. Berdasarkan hasil analisis data pada tabel menunjukkan
bahwa sumber daya aparatur pemerintah kecamatan agak terbatas kemampuannya untuk
berkreasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat..

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan Implementasi kebijakan
pemekaran dalam peningkatan pelayanan di Kecamatan Poso Kota Utara pada prinsipnya sudah cukup baik.
Hal ini didukung dengan hasil analisis dan hasil wawancara yang menunjukkan sebagian besar responden
menjawab cukup sederhana bila dilihat dari prosedur pelayanan. Perwujudan pelayanan yang diterapkan di
kecamatan ini didasarkan atas kebijakan pemekaran yaitu mendekatkan pemerintah kepada masyarakat

melalui pelayanan yang berorientasi pada kesederhanaan, ekonomis, keadilan dan ketepatan waktu. Ada
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beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan pelayanan di Kecamatan Poso Kota Utara yaitu

keterbatasan sumber daya aparat dan keterbatasan fasilitas kantor serta keterbatasan dana operasional.
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